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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa 

Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014, BPD bersama Pemerintah Desa 

dalam membahas dan menyepakati  rancangan  kerja Pemerintah Desa dalam 

pembangunan, dimana selalu ada koordinasi, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan 

belum terlaksanakan dengan baik peran yang dilakukan oleh BPD, karena BPD kurang 

memahami dan menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014, 

serta dalam struktur anggota BPD itu harus ada kekompakan guna untuk meningkatkan 

kinerja dari BPD itu sendiri. 

2. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Batu Kuning Berdasarkan Undang-Undang 6 

Tahun 2014, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap 

pembangunan desa di Desa Batu Kuning merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai 

siyasah dusturiyah dalam Islam yang menekankan keadilan (al-„adl), amanah, dan 

musyawarah (syura) dalam tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan BPD 

sebagaimana diatur dalam Pasal 55-61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, yaitu mekanisme kontrol sosial yang 

bertujuan menegakkan kemaslahatan dan mencegah penyimpangan kekuasaan. 

Berdasarkan dalil-dalil seperti QS. An-Nisa [4]: 58 dan QS. Asy-Syura [42]: 38 serta 

hadis Nabi SAW tentang tanggung jawab pemimpin, pengawasan bukan hanya kewajiban 

administratif tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga amanah 

publik. Oleh karena itu, penguatan peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan 

menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, 

dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan tujuan syariat Islam, 

yaitu tahqiq al-maslahah (mewujudkan kemaslahatan bersama). 
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B. Saran 

1. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah 

daerah dan harusnya diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa 

bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, agar menjadi suatu produk 

hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya. 

2. Seharusnya masyarakat perlu ikut serta dalam mengawasi kinerja BPD dan pemerintah 

desa mengingat BPD dan pemerintah desa adalah unsur pemerintah paling bawah yang 

mendasari untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga pelayanan pada 

masyarakat dapat ditingkatkan. 

3. Perlunya ketegasan dalam kepemimpinan BPD untuk anggotanya yang jarang aktif dalam 

struktur BPD sehingga kerja dari BPD bisa akurat dan efesien. 
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